BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR L1 WauUN 2018

TENTANG

N PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG TIDAK

MA
pEDgAP AT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

nimbang . a. bahwa guna melindungi warga kurang mampu dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak

i @ sdapat diperkirakan yang apabila ditunda

"N fpenanganannya akan menimbulkan risiko sosial
Bagion Hukum Setdoygh s lebih. besar, perlu memberikan bantuan sosial

berupa uang yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya,;

b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran
pemberian bantuan sosial berupa uang yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu mengatur pedoman
pemberian bantuan sosial berupa uang yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya di Kabupaten

Kudus;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23A Perat;(l)'?rll
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahug 2017
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Ban

Sosial yang Bersumber dari Anggar

dan Belanja Daerah sebagaimana .
: i Peraturan Menterl
beberapa kali terakhir dengan orao18 tentang

Dalam Negeri Nomor 13 Tahu .
Pembaha.ngKetiga atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentaggsizido;naig
Pemberian Hibah dan Bantuan gan Belanja
Bersumber dari Anggaran Pendapatéii memberikan
Daerah, Pemerintah Daerah dapat direnc
bantuan sosial yang fiees ('iaf Ztn tertulis dari
sebelumnya didasarkan perminta persangkutan
individu dan/atau keluargé yangan berwenang;
atau surat keterangan dan pejabat yang

S W&
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gingat

bahwa berdasarkan
maksud huruf a, h

menetapk ,

Undang-Undang Nom
Pembentukan Daeraho—li)alesr aun 1950

. tentan
Lingkungan Propinsj Jawa T g

ah K
engah;abupaten Aale
Undang-Undang Nomor
Penyelenggaraan Negara
dari Korupsi, Kolusi
Negara Republik Indone
Tambahan Lembaran
Nomor 3851);

28 Tahun 1999

yang Bersih dantelg;%r;i
an Nepotisme (Lembaran
sia Tahun 1999 Nomor 75
Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan
Keuanggn Negara (Lembaran Negara Republil%
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia I\}omor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgare}r Relp;;llz;ﬂ;
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, a1r115587)
Lembaran Negara Republik Indonesia l\:{ﬁ}oterakhir’
sebagaimana telah diubah beberapa

dengan Undang-

tas Undang—T if ndang
tentang 2Pserv.,’lrba.han Kedua a Pemcrintahan
Nomor

tan :
(Le g::'lal;l Mg plik Indonesia
Daerah m

Undang-Undang Nomo

ara Repu A
N rambahan Lembaian

2015 Nomor |
Eig:rr; Republik Indonesia Nomor 5679)
ahun 2014 tentarg

blik Indonesia

g Nomor 30 T

-Undan

Administrasi 4 -
Republik Indone€s
Tambahan Lembaran Neg2

Nomor 5601);



10.

L1

12,

13.

14.

15.

peraturan Pemerintah Nomor 8 Ty

Pelaporan Keuangan dan I2‘-;{3113_2&?()6I‘uarltarzg
pemerintah (Lembaran Negara Republik nd, e
Tahun 2006 Nomor 25 Tamb i e Otl)’leSIa
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); mbaran

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012

: tentan
Hibah ' Daerah  (Lembaran Negara Republil%
Indonesia Tahun 2012 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527 2):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Non'.mr 450),
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hlbah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Benta. Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Nomor 3
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelola}can
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Klzj.ebug:r :;11
Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lem

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nsom?;;1 ai
Tahun 2016 tentang Pembentukan da.nlﬁqusb wnan
Perangkat Daerah Kabupaten Kuc213§6 (Nomor .
Daerah Kabupaten Kudus Tahun o Kudus,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupate

Nomor 193);

A 1A
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Peraturan Bupal Kudus Nomeor 23

= _ Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengangearan mn 2016

Penazausaha_an, Pelnporan Pe}aksa;;a;;
Per‘:ang‘gungjawaban serta M Cﬁtﬁi X ‘;:"}_
Pemberian Hibah dan ng dan Evahe si

Banman Sosial | ;
1 ” ~ : . * = Beﬁ
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 290 16 Na-mor! ?"«&-m

MEMUTUSKAN:
. PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
027 " BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG TIDAK DAPAT

DIRENCANAKAN SEBELUMNYA DI KABUPATEN KUDUS.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupau ini vang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penvelenggaraan Pemerintahan Daerah yvang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yvang

menjadi kewenangan daerah otonom.

W

Bupat adalah Bupatu Kudus.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadl
kewenangan Daerah.

Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdavaan
Perempuan, Perlindungan Anak, penfgendahan
Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kudus.

.()l

6. Rumah Sakit Umum Daerah vang selanjuug;
disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Dae
dr. Loekmono Hadi Kudus.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah  rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesiat
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakya

g selanjutnya

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yan gelola

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerjzi pen
keuanga_n daerah yang mcrnpcl{my o
melaksanakan pengelolaan APBD dan berun

sebagai Bendahara Umuim Daerah.
Ty




Bantuan sosial berupa wuan .

direncanakarl sebelumnya gag:;i tlda;( bdapat
pantuan 'be.I'L'lpa uang dari Pemerinta}li Trll)erxan
kepada individu, keluarga, kelompok danaerah
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus me/ atau
dan selektif yang bertujuan untuk melindun irlzm§
gemungkinan terjadinya risiko sosial yan gtidali{l
dapat diperkirakan pada saat penYuSunang 5 };D
yanE apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. g

10. Santunan kematian adalah pemberian bantuan
sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya yang diberikan kepada ahli waris/orang
yang mengurus warga Kabupaten Kudus kurang

mampu yang meninggal dunia.

11. Santunan bagi warga yang sakit di ruang Kelas III
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
Kudus yang selanjutnya disebut santunan warga
sakit adalah bantuan sosial berupa uang yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya yang diberikan
kepada pasien kurang mampu yang menjalani
perawatan di ruang Kelas Il Rumah Sakit Umum
Daerah dr.Loekmono Hadi Kudus.

12. Surat Elekgibilitas Peserta adalah surat untuk
mempermudah peserta memperoleh  layanan
kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat
lanjutan seperti Faskes 11 di Rumah Sakit Umum
Daerah , Rumah gakit Swata serta Rumah Sakit
Umum Pemerintah dan Fasilitas 111 tingkat Lanjutan.

ronik yang selanjutnya
Tanda Penduduk yang
pakan identitas resmi
diterbitkan oleh

13. Kartu Tanda Penduduk Elekt
disebut KTP-el adalah Kartu
dilengkapi CIP yang meru
penduduk sebagai bukti diri yang
Instansi Pelaksana.

14. Kart Janiutnya disingkat KK adalah
ety ket g emuat data tentang

kartu identitas keluarga yang ™ g
nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, s€

identitas anggota keluarga.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUA

Pasal 2

NG LINGKUP

pati ini adalah

raturan Bu grase
c dan menjamin

Maksud ditetapkannya P
untuk memberikan kepas
tertib administrasi pengelolaan b
Perupa uang yang tidak dapat direncan
di Kabupaten Kudus.

akan sebelumnya

e



Pasa] 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan
a. memberikan pedoman bagi war
yang akan mengajukan pgermohgoil;abbl;%zztfn KUd}Js
berupa uang yang tidak dapat an sosial
sebelumnya; dan Irencanakan
b. memberikan pedoman bagi Peran
mengelola bantuan sosial bery

dapat direncanakan sebelumnya.

Bupati inj adalah -

gkat Daerah dalam
Pa uang yang tidak

Pasal 4

Ruang }ingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini
meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan
evaluasi pemberian bantuan sosial berupa uang yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya di Kabupaten
Kudus.

BAB III
BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan
sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya kepada anggota rpasyarakat
berdasarkan skala prioritas sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerah.

ang yang tidak dapat

i a u
(2) Bantuan sosial berup : iasimana Simaksud

direncanakan sebelumnya
pada ayat (1) terdiri atas:

a. Santunan Kematian; dan
b. Santunan Warga Sakit.

Pasal 6

i imana
(1) Kriteria pemberian Santunan Kematlin :Sfbiga;iﬁah
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hu

i berikut: -

:ebifgsgzmyang meninggal adalaf FEC Y
" mempunyai_ KTP-cl Kabupaten

terkategori tidak mampt, . n merupakan ahli

b. penerima santuneh kemargirawat warga yang

waris atau orang yané aksud huruf 2

i ana

i dus;
Kudus dan menetap di Kabupaten Ku

gt



c. penerima santunan k -
wAip— €matian terkategori tigak
d. hanya diberikan 1
meninggal;
e. bertujuan untuk mence
: gah dan :
dan B, Isi
o rabarianen | dan  kerentanan o
1§/ Keluarga agar kelangsun el
dgpgt dipenuhi sesuai dengan k bgan hidupnya
minimal; dan cbutuhan dasar
f. permohonan disampaikan ti
[ tidak ihi
wakm paling lambat 7 (tujulfll;lelehbazﬂ:li1 ll){ata_ls
terhltupg mulgu' tanggal meninggalnya o
sebagaimana dimaksud huruf a. ==

(satu) kalj Per warga yang

(2) Kriteria Santunan Warga Sakit sebagaimana
dunakgud glalam Pasal 5 ayat (2) huruf bg adalgh
sebagai berikut:

a. penerima adalah warga Kabupaten Kudus dan
terkategori tidak mampu yang menjalani rawat
inap di ruang Kelas III RSUD;

b. Penerima adalah warga yang mempunyai KTP-el
Kabupaten Kudus dan menetap di Kabupaten
Kudus:
hanya diberikan 1 (satu) kali per pasien;
bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko
dari guncangan dan kerentanan sosial
seseorang/ keluarga agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar

minimal; dan -
e. permohonan disampaikan tidak melebﬂp batas
(tujuh) hari kerja

waktu paling lambat 7 .
terhitung mulal tanggal keterangan pulang darl

RSUD.

oo

Pasal 7

g tidak dapat

ang yan
al berupa u gy el

ya ditentukan sebagai
esar Rpl.OO0.000,00

Besaran bantuan Sosi
direncanakan sebelumn
a. Santunan Kematian:
1. kematian karena s&
(satu juta rupiah); dan tau sebab-s

2. kematian karena ' 3
yang bersifat 1uar Ro2.500.0 00,

sakit/tua sebesar .
Rp50.000,00 (bma

ratus ribu rupiah); — .
b. Santunan Warga Sakit S rikan paling banyak

puluh ribu rupiah) Per hari dibe

kit/tua seb

(tiga) hari.
BAB IV
PENGANGGARAN
pasal 8 .
i dapa
uang yaneé tidak Jalam

dicantumkan

LZ i

(1) Alokasi bantuan
direncanakan
Rencana Kerja



(2) Alokasi bantuan sosial ber

pada ayat (1) dapat
perhitungan sebagai berikuy. berdasarkan
kut:

tahun anggaran berjalan
b. Santunan Warga Saki

jumlah rata-rata pasien rawat i

na
2 (Qua) tahun terakhir sebelum ﬁ:)aiﬂisa{g R:rU .
berj_alan.saat pengusulan, dengan asumsigsgeti{:tn
pasien dirawat 3 (tiga) hari atau lebih. ’

saat': pengusulan; dan
U dihitung berdasarkan

(3) Jumlah alokasi bantuan sosial berupa uang yan
tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagagirgang
dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi alokasi
bantuan sosial yang dapat direncanakan.

(4) Rf:ncana Kerja Anggaran PPKD sebagaimuna
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran
bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya dalam APBD.

(5) Bupati menetapkan alokasi penerima bantuan sosial
berupa uang yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

APBD.,

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

ahan bantuan sosial berupa
direncanakan sebelumnya
taan tertulis oleh pemohon
Santunan Warga Sakit yang

Penyaluran dan/atau penyer
uang yang tidak dapat
berdasarkan pada permin
Santunan Kematian atau
memenuhi persyaratan.

Pasal 10

Santuan Kematian

Persyaratan permohonan '
Sebajéaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai

berikut: '
a. surat Permohonan ditujukan kepada Bupa

c.q. Kepala Dinas;
b. surat keterangan

ti Kudus

tidak mampu atas warga yang

la Desa/ Lurah;

inggal dari Kepa inggal
. meninggal et KT DU s yang menine
dilegalisir oleh Kepald Desa/Lura® = asih berlaku,

1 dan KK pemohon yang

d. fotokopi KTP-e )
cRor a Desa/Lurah;

dilegalisir Kepal

% A YA



e. fotokopl surat keterangan

Desa/Lurah dilegalisir oleh Ke

Surat Keterangan ahli waris g

g. Surat Kuasa kepada Pemoho
ahli waris apabila ahli warig
bermaterai cukup; dan

h. apabila kematian karena kecelakaan atau sebab
sebab lain yang bersifat lyar biasa dilampir; suia;
keterangan dari dokter rumah sakit atau Puskesmasg
dan/atau surat keterangan darj kepolisian.

kematian dari

pgla Desa/ Lurah;Kepala
ari I_{epala Desa/Lurah:
n qmandatangani seml’la
lebih darj 1 (satu) orang

=

Pasal 11

Persyaratan  Permohonan Santunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 9

berikut:

a. surat permohonan ditujukan kepada Bupati Kudus
c.q. Kepala Dinas;

b. surat keterangan tidak mampu (SKTM) /kartu
kesejahteraan sosial (KKS) atas nama pasien selaku

pemohon dari Kepala Desa/ Lurah;

fotokopi KTP-el dan KK;

surat keterangan sedang/telah menjalani rawat inap

di ruang Kelas III dari RSUD;

e. fotokopi Surat Elekgibilitas Peserta ( SEP) dan / atau
bukti layanan pasien rawat inap dari RSUD; dan

f. surat pernyataan belum pernah menerima Santunan
Warga Sakit dirawat di ruang Kelas III dari RSUD.

Warga  Sakit
adalah sebagai

o

Pasal 12

Permohonan Santunan Kematian dan Santunan Warga
Sakit diproses dengan mekanisme sebagai berikut:

4. penyampaian berkas persyaratan:
1. berkas permohonan disampaikan kepada petugas
yang ditunjuk Kepala Dinas; .
2. petugas memeriksa kelengkapan berkas;
3. dalam hal berkas belum lengkap, petugas

mengembalikan berkas permohona.n kza?
memberitahukan hal-hal yang perlu dilengkapi;
dan

4. dalam hal berkas permohonan diny:;al;zz
lengkap petugas meneruskanny«'fl p
, : S.
verifikator yang ditunjuk oleh Kepgéizlorll.i -
b. verifikasi berkas persyaratan oleh vert oty &
l. pengecekan keaslian dan/atau kea

tuk:
er}:as

persyaratan; ——
2. meneliti kesesuaian antara berkas persy

i bagaimar a
dengan kriteria pemberian santunan sebag

dimaksud dalam Pasal 6; o
memastikan domisili/alamat pemohon;

rita acara.
4. hasil verifikasi dituangkan dalam be

it

@



Pasal 13

(1) Bupati menetapkan penerimg S
dan Santunan Warga Sakit berda
sebagaimana dimaksud dalam pa

4.

antunan Kematian
sarkan Berita Acarg
sal 12 huruf b angka

(2) Penetapan penerima  Santunan
santunan Warga Sakit sebagaimang
ayat (1) didelegasikan kewenanganny.
Dinas.

Kt_ema’dan dan
dimaksud pada
a kepada Kepa]a

Pasal 14

(1) Penyaluran/penyerahan Santunan K i
Santunan Warga Sakit kepada penerii;naaté?geriizﬁ
secara tunai dengan bukti penerimaan berupa
kuitansi melalui mekanisme Uang Persediaan/
Tambahan Uang Persediaan.

(2) Penyaluran/penyerahan Santunan Kematian dan
Santunan Warga Sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicairkan 1x24 (satu kali dua puluh empat)
jam setelah penetapan penerima santunan.

Pasal 15

Santuan Kematian/Santunan Warga Sakit tid7k
diberikan apabila:

a. meninggal karena bunuh diri;

b. sakit/meninggal karena terlibat dalam perbuatan

melanggar hukum; atau
¢c. tidak berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Kudus.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

uang Yyang tidak d:apat
dicatat sebagai realisasl
da PPKD dalam tahun

(1) Bantuan sosial berupa
direncanakan sebelumnya
jenis belanja bantuan sosial pa
anggaran berkenaan.

si penyaluran bantuan
dak dapat direncanakan
al 5 Januari tahun

(2) PPKD membuat rekapitula
sosial berupa uang yang i
sebelumnya paling lambat tangs
anggaran berikutnya.

maksud pada ayat (2)

alamat, dan besaran

a oleh masing-masing

(3) Rekapitulasi sebagaimana di
memuat nama penerima,
bantuan sosial yang diterim
individu dan/atau keluarga.

]



BAB v1]
MONITORING DAN EVALUAS]

Pasal 17

(1) Dinas melakukan monitoring ¢ ,
direncanakan paling sedikit ] (satu) kali da] arat
(satu) bulan. am 1

(2) Hasil monitoring Flan evaluasi sebagaimana dimak
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati derlzgl(‘ll
tembusan Inspektur Kabupaten Kudus

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

v

oah dielt atas i{et:éxwa.rannyé: Ditetapkan di Kudus
k. Jabr«t'j:w‘__w Paraf pada tanggal 31 Lesember 2018
{, | SEKDA Sﬁ—/
S BUPATI KUDUS,

- | KSISTEN SEXDA V |
3 MR A ne i einoan
\y-‘:-....t,‘ el OAN 1’ )
| y?m BAGIAN | j
~{/AVTOR  BIDANG MUHAMMAD TAMZIL
)h;n a BAG‘. HUKUMILAINNYA
X dangkan di Kudus

gRal ;31 Lesenber 2u18
SEKRET

ARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

W b
% SAM’ANI INTAKORIS
M Dy NOMOR 42

ERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 201

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.25
08:31:27 +07'00'
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